
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da.sar 

Negara Republik Induneaia. 'l'ahun 1945; 
2. Dndang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 

tentang Pembentu.kan Kotamadya Daer.ah 
'Nngkat TI Kupang [Lern bar-ari Negara 

Republi.k In dorreaia. Tahun 1996 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3633).; 

Mengin.gat 

ba.hwa untuk melaksanakan .keterrruarr Pasal 
402 ayat (2) Urrdarrg-Uridamg Norrror 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
se'bagaim arra telah drubah beberapa kali 
l.erakhir dengan Undang-Undang Nomor l 1 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan 
Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Poraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 tentang 
Sadan Uaaha Milik Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyesuaian 
Dentuk Hukum Perusahaan Daerah Afr 
Mirrurn Kota Kuparig .menjadi Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum Kota Kirparig; 

Menimbang 

WALIKOTA KUPANG, 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA ¥UPANG 

PROVlNSI NUSA TENGOARA TIMUR 
pf,:RA't'URAN DAERAH KOTA KUPANG 

NOMOR 4 TAHUN 2021 
TENT ANG 

PENYESUAIAN RBNTlJK 'HU KUM PERUSAHAAN DAERAH AlR 
MJNUM ROTA KUPANG MENJADI PERUSAHAAN QMUM DAERAH 

AIR MlNUM ROTA KUPANG 

• 



Dalam. Peraturan Daerah ini yang d irna ksrud derigari: 
1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh. atau se-bagian 
liesar modalnya diroiliki oleh Daerah. 

Pasal J 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

-PERATURAN DAERAH 'fENTANG PEN¥ESUA1AN 

BENTUK HUKUM PIDRUSAHAAN DAERAH AIR 

MTNUM KOTA KUPANG MENJADl PERUSAHAAN 

UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG. 

Mcnctapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWANPERWAKTLANRAKYAT DAERAl.l KO'fA KUPANG 

d.an 
WALIKOTA KUPANG 

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
tenrarig Pemerintahan Daerah (Lembaran , 
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambalaan Lembaran Negara 

Republik .Indonesia Nomor 5587), 
ecbagalmana telah dtubah beberapa kali 

terakhir dengan Undarig-Uridang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipt-a Kerja 
[Lembzrra n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nom or 245, 1'ambahan 

Lembaran Negara Republik, Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan R-emerinrah Nornor 54 Tahun 

2017 tentang Badan Usaha Millk Daerah 
(Lembaran Negara Republic lndoncsia 
Tanrm 20.17 Nomor 305, "l;'ambahan 
Lembar-an Negara Republik Indonesia 
Nomor 61'73); 



• 
2. Perusaha.an umum Daerah Air Miou.m Kota Kupang yang 

selanjutnya dlsebut Perurnda. Air Minum Kota Kupang 

adalah Sadan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya 
.milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tajuan 
untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhanpelayanan Air 
Bersih kepada masyarakar dan memperoleh keuntungan 
berdasarkan prinsi.p perusahaan. 

3. Kuasa Perniltk Modal yang selanj1.1tnya disingkat KPM 
adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Dacrah 
Dalam Kepemilikan Keka_yaan Daerah. yang clipisahkan Pada 

Pe.rusa:haan Umum Daerali sebagai organ perusahaan 
um um Daerah. yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 
perusahaan umum Daerah dan memegang segala 
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 
Dewan Perrgawaa, 

4. Dewan Pengawas adalah organ. perusahaan umum Daerah 
yang bertugas melakukan pengawasan clan memberikan 
'nasdhat k.epada Diraksri dalam menjaJankan kegiatan 
penguruean pe.ru sahaan u nrurn Daerah , 

5. Dtrekst adalah organ Pcrusahaan Um.um Daerah yang 
bertanggung jawab atas penguru:san Penisaha.an untuk 
kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili 
Perusahaan baik di dalam m au.prrn di Luar pengadilau. 
sesuai dcngan ketentuan anggaran dasar. 

6. Kekayaan Daerah yang dipieahlcan adalah kekayaan Daerah 
yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, 
untuk dijaclikan penycrtaan modal Daerah pada 
Peruaahaan Um um Daer alr, 

7. Kerjasama adalah su atu rangkaian kegiatan yang terjadi 
karena Ikatarr forrn al antara Perusahaan Umum Daerah dan 
Pihak Ketiga untuk hersama--sama mclakukan suatu 
kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang 
saJing menguntungkan_ 

8. Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah yang selanjuinya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota K:upang. 



Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Kora Kupang 
sebagai.tnana dimakaud dalam Pasal 3, tcrhitung sejak berd.irinya 
Perusahaan Daerah Air Mi:nu:m Kota Kupang sa.mpai dengan 
waktu yang tidak tentu. 

Pa~S 

Bagian Keerrrpat 
Jangka Waktu 

Perurnda, Air Minum Kota Kupang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 berkedudukan di ibukota Daerah. 

Pasal 4 

Bagi.an Ketiga 
Tempat Kedudukan 

Perueahaen Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberi rrarna. Perurnda Air Mirrurn Kota. l<upang. 

Pasal 3 

Bagian Kedu a 
Narna 

Dengan Pcratu:ran Daerah .ini diubah bentuk hukum Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Kupang menjadi BUMD Perueahaan 
Um um Daerab , 

Pasal 2 

Bagism Kesntu 

Bentuk H ukum 

BAB u 
BENTUl{ HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN 

DAN JANGKA WAKTU 

• 
9. Daerah adalah Kota Kupang. 

10. Pemedntah Daerah adalah Pemerirrtah Kota Kupang. 
11. Walik.ota adalah Walik.ota Kupang. 



(1) Kegiatan usaha Perumda Air Mirrum Kota Kupang berupa 
penyediaan air minum bersib yang memenuhi syar~t 
kesehatan, bagi masyarakal. 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 

Kegiatan Usaha 

Tujuan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air 
Mirrum Kata Ktrparig m enjadt Perumda. Air Minum Kata Kupang 
metrputi: 
a. mendapatkan kepastian .hukum dalam memberikan manfaat 

bagi perkembangan perekonom.ian Daei-ah; 
b. menyelenggarakan pelayanan umurn berupa _penyediaan 

barang dan/atau jasa yang bernrutu bagi pernen ub an hajat 
hidup masyarakat dalam bidarig air min.um sesuai kondisi, 
karaktcristik da:n potensi Daer'ah berda.sarkan taia kelola 
perusahaan yang baik; dan 

c. memperoleh laba da1:1/atau keuntungan. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pa.aal 7 

Maksud penyesuaian bentuk h\.1.kum Perusa.haan Daerah Air 

Min urn Kota Kupang menjadi Perum.da Air Mirrum Kota Kupang 
rneliputi: 
a. urrtuk mendapatkan kepastian hukum dalam meningkatkan 

peran dan fUngsi BUMD d alarn mendorong pertumbuhan 
pereko:nomian; dan 

b. menggali da.n meningkatka.n potensi peridapatan asJi Daerah 
guna mewujudka.n penin.gkatan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum. 

Pasal 6 

Bagian Kesaru 

Maksud 

BABffi 
MAKSUD, TUJUAN DANXEGJA'T'AN USAHA 



(5) Su:mber ... 

(1) SUmber Modal Perumda air minum kota kupang berasal daci: 
a. Penyertaan Modal; 
b, Pinjaman; 
c. Hibah; dan 
d. Sumber modal lainnya, 

(2) Sumber modal berupa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a berasal dari : 

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang; dan /atau 
b. Konverai Pinjama.n. 

(3) Sumber modal berupa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berasal dari : 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah; dan/atau 
c, Surnber lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, 

(4) Sumber modal berupa Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
huruf c berasal dari Pemerin.tah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pasal 10 

BA.1:3 lV 
SUJ\ilBER MODAL 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Peru.mda Air Minum Kota 
Kupang dapat mengembangk:an. jenis usaha berupa: 
a. membuka anak peru.sahaan, kantor eabang dan/atau unit 

usaha baru; 
b. melakukan. Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, 

Badan Usaba Milik Desa, koperasi dan ba.dan u.saha -swasta; 
dan/atau 

c. menentukan bidang usaha prioritas eesuai kondisi, 
karakteristik, potcnsi dan pcrkem bangan. porckcnomlan. sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

• 
(2) Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimarta dimaksud 

pada ayar (1 ), dilakukan setelah rnendapat persetujuan dari 

KPM dengari mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan 
kepada masyarakat. 



Paragraf2 .. 

(1) Perumda Air Minum Kota Kupang dipimpin oleh Direksi yang 
diseauaikan derrgan .Jurnlah Pelariggan. 

(2) Dalam melaksanakan rugas dan wewenangnya, Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibanta oleh Kepala 
Bagian dan Kepala Sub Bagia:n 

(3) Ketentuan lebih Ianju t lerka.it Susunan Orgarriaaai dan tata 
kerja diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 12 

Paragraf l 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian 

Bagian Kedua 
Kepegawaian 

(2) Ketentuan mengenai Organ sebagaimana dirnakaud pada ayat 
(l) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(I) Organ Perurnda Air Min urn Kota Kupang h:rdiri atas: 
a. KPtvl; 
b. Dewan Pengawas, dan 
c. Direksi 

Pasal 11 

Bagian Kesatu 
Organ 

BABV 
ORGAN DAN KEPEGA WAIAN 

• 

(5) Sumber modal berupa sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l] huruf d berasal clari ; 

a .. Kapitalisasi cadangan; 
b. Keuntungan revitalisasl aset; dan 
e, Agio saham, 

(6) Su.mber modal sebagaimana di niaksud pada ayar (2), ayar (3), ayat (4) 
dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-u ndangan. 



(l} Pada Perurnda Air Mirn.rm Kota Kuparig dibentuk satuan 
perrgawas, intern yang merupakan aparat pengawas intern 
peru sahaan. 

(2) Sa.tu.an pengawas intern sebagai:m.ana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkandengan Keputu.san, Direksi. 

Pasal 15 

Bagi.an Kesa.tu 
Satuan Pengawas Intern 

DAD VI 
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE 

LATNNYA 

ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan 
Peraruran, Perundang-undangan, 

kedudukan, hak dan 
Air Mirrum Kota Kupang 

pemberhentian, 
Pegawai Perumda 

Pengangkalan, 
kewajibannya 

Pasal 14 

Paragraf 3 

Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban 

(3) Dalam melaksanekan seteksi sebagairnaria dtmaksud pada ayat 

(2) Direksi memberrtuk tim. 
(4) Ketentuan mengenai selek si sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi. 

c. wawancara. 

fl) Direksi berwenang melakukan. selcksi penerimaan pcgawai 
Perumda Air Minu-mKota Kupang. 

(2) Seleksi sebagaimana clim.aksud pada ayat (1 ), melipuri: 
a. $eleksi administrasi; 
b. se1eksi kompetensi; dan 

Pasal 13 

Paragraf2 

Proses Seleksi 

• 



/4\ 4,...., r-- 

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana Icerja <Ian anggaran yang 
merupakan penjabara:n tahunan dari rencan.a bisnis. 

(Z) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada. a.yat 
(1), paling sedikit memuat rencana rtnci program kerja dan 
ariggararr tahunan termasu.k dana representatif direksi. 

(3) Direksi menyampaik:an renoana kerja dan anggara,n kepada 
Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan september 
untuk dltandatanganl 'ber-aarna. 

Pasal l.8 

(1) Direksi Perumda Air Minum Kota Kuparig wajib menyiapkan 
rencana bisnis yang hendak: dicapat da.lam jangka wa.ktu 5 
(lim.a) tabun. 

(2) Keterruran mengenai Rencaria bisnts sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan Kete nt.u an Peraturan Perundang 
Undangan. 

PasaJ 17 

Bagian Kesaru 
Perencanaan 

BAB VII 
PE:RENC.I\NAAN, OPEl.RASIONAL PAN PELAPORAN 

(1) Dewan Pengawas membenmk komite audit dan lromile tamnya 
yang 'bekerja seoar-a kolek1;if d'art berfungsi membantu Dewan 
Perigawaa dalam melaksanakan tugas- pengawasan. 

[2) Ketenru an mengenai komite audtt dan komite lainnya 
sebagaimana dtrnak.sud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
Ketentuan Peraruran, Perundaog-und.anga.n. 

Pasal 16 

. 
Komite Audit dan Komite Lainnya 

(3) Ketentuan mengerrai Satuan pengawas intern eebegaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraruran 
Perundang-undangau. 

Bagian Kedua 



(1) Operasional Perumda Air Minum Kota Kirparig dilaksanakan 
berdasarkan standar operasionaJ prosedur. 

(2) S1,andar operasional prosedur sebagaimana dimaksu.d pada 
ayat (1) harus sudah dipenuhi pa.ling lambat l (satu.) tahun 
sejak perubahan bentuk menjadi Perumda Air Mirrurn Kota 
Ku pang. 

Pasal20 

Bagian Kedua 
Oper-asdortal 

(2) Besaran dana rcpresentatif sebagai.ma:na dimaksud pada ayat (]) 
ditctapkan, dengan Kcputusan Walikota. 

(3) Dana representatif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 

digurtakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dalam 
rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan 
pengembangan Perumda Air Minum Kota Kuparig, 

(4) Di-raeksi wajib mempertanggu.ngjawabkan Dana representatif 
sebagafrnana dirnakaud -pada. ayat (2), sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-unclangan. 

11) Dana representafif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
diberikan paling banyak 75'Yo (tujuh puluh Iirna. persen) dari 

jumlah penghasilan Direlcsi dalarn 1 (satu) rahun untuk biaya 
operasional Direksi. 

Pasal 19 

(-t) Atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Dewan Pengawae dapat mengemukakan keberatan atau 

men olak disertai alasan. 

(SJ Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan rnenyarnpaikan hasil 
perbaikan kepada Dewan Pengawas paling la:mbat. psrda akhfr 

bulan November untuk drtandatarigaru ber sarna, 

(6] Rencana kerja dan anggaran yang telah dit,andatangani 
bereama sebagaima.na dimaksud pada ayat (3), disampaikan 

kcpada KPM unrnk.mcndapatkan pengesahan. 



(1) Pe1aporan Peru.mda Air Minum. Kota Kupang terdiri atas: 
a. Laporan Dewan Pengawas; 
b. Laporan, Direksi; dan 

c. Laporan Tahunan Perurnda. 
(2) Ketentuan mengenai Pelaporan sebagaunana dirnakaud pada 

ayat (1) sesuat derigari Ketent.uan Peraturun Pertrrrdartg 
undangan. 

Pasal 23 

Bagian Ketlga 
Pefapocan 

fl) Perumda Air Minum Kota Kupang dapat melaksanakan 
pengadaan 'ba'rarrg dan jasa, melakukan pinjaman serta 
Kerjasama dengan pihak lain. 

[2) Keten.tua:n mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana 
dim aksu d pada ayat (1) ditetapkan dengan Peratnran Walikora, 

[3) Keteutu an mengenai pinjaman dan kerja sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesrrat dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 22 

(1) Dalam melakukan pengu ru san Perumd a Air Mirrutn Kota 

Kupang, Direksi wajibm:enetapkan tata kelola -pcrusahaan yang 

ba:ik:. 

(2) l(etentua.n mengenai Tata. kelola pcrusahaan yang baik 
sebagaimana dinlaksudpada ayat (11 sesuai dengan Ketentuan 
Pcraruran Perundang-undangan. 

Pasal 21 

sebagaimana dim.aksud pad.a ayat (2) sesuai dengan Ketentuan 

Peraruran Perundang-undangan. 

• prosedu.r operasional (:t} Ketentuan mengenai Standar 



[1) Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerlntah Pusat, 
Pemerirn.ah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah 
maka Penu:nda Air Minum Kota Kupang bertanggung jawab 
melakeanakan perrugaaan dimaksud dengan tete.p 
.momperhatikan m.aksud dan tujuan Perumda Air Mirruru 
Kota. Kupnng. 

(2) Keterrtuan rnerrgerrai -penugasan sehagai:mana dimaksud 
pada ayar (1) seauai de:ngan Keterrtuan Pe-raturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 25 

Bagian Kesatu 
f'enugasan Pem.erintah 

BAB tx 
PENUGASAN PEMERfNTAH DAN ANAK PERUSAHAAN 

(11 Penggunaan laba Perumda Air· Min um Kota Kupang diatur 
dalam anggaran dasar. 

(Z) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan 
untuk: 
a. pemenuhan daria caclerrgarr; 
b, perungkatan kuantitas dan korrtirru itaa pelayanan 

um-um., pelayaoan dasar, dan usaha perlntisan Perumda 
Air Mirrurn Rota Kupang; 

c. deviden yang menjadi hak Daerah; 
d. tarrriem un.tuk anggota Dire.ksi dan Dewan Pcngawas; 
e. bonus uotuk pegawai; dan/atau 
f. penggunaan laba lainnya sesuai Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
{3) Ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Kesenruan Peraturan 
Perurrdang-urrdangan, 

Pasal 24 

BAB VIII 
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA 

' 



(1) Pemerincah Daerah dan Perumda Air Mirrum. Kona Kupang 
berweriang m.elaJukan evaluasi BUMD. 

(ZJ Evaluaai ecbagatrnana dimaksud pada ayat (1) eekurang 
kurangnya melipuri: 
a. pemlaian kinerja; 
b. penilaian Lingkat keschatan; dan 
c. pcrulaum pe-Jayanau. 

(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang 
und.angan. 

PasaJ 28 

gAB XT 
EVALU.ASJ 

(11 Perumda Air Minum Kota Kupang dapat melakukan 
perubahan bentuk hukum, _penggabungan, peleburan, 
penga.mbilalihan dan pembubaran. 

(2) Ketentuan mengenai Perubahan benru.k hukum., 

penggabu.ngan, peleburan, pengambilalihan dan 

pembubaran sebegaimana drrnakaud pada ayat fl), sesuai 
dengan Ketentuan Peraruran Penmdang-undangan. 

Pasal 27 

BABX 

PBRUBAHAN, PBNGGABUNGAN, PEL.EBURAN, 
PENGAMBILALIHAN,DANPEMBUBARAN 

Keten tuan Pe:raturan Perundang-undangan.. 

anek pe:ru sahaan 
(1) sesuai dengan, 

{l) Perumda A:ir Minum Kota Kuparig dapat membentuk anak 
peru sahaan. 

Ketentuan mengeriai pembenrukan 
ecbagaimana di.maksud pada ayat 

(Z) 

PasaJ 26 

• Bagian Ked ua 

Anak Per'ussah asm 



(2) Dewan .: 

(1) Pada saat Peratu ran Daerah ini mulai berlaku , seluruh 
bent:uk penyerraan modal, hibah den. pinjaman yang sudah 
rercatat, yang Lelah dilaksanakcan atau belum dilaksanakan 
dengan riam a Perusahaan Daerah Air Mirrurn, Kota Kupang 
tetap dilanjutkan oleh Perurnda Air Minum Kota Kupang 
sesuai kctentuan Peraruran Perundang-undangan. 

Pasal 31 

BAB XIII 
Kft;Tf!;NT'lJAN PERt\LIHAN 

(1) Perigawasan terhadap Perumda Air Minum Kota Kupang 

dilakukan melahri pengawa.san internal dan pcngawasan 
eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang 

Baik 
(2) Ketentuan mengenar pengawasao sebagahna.na dimaksud 

pada ayat (l) sesuaidengan keLeatuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 30 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

[l) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan 
terhadap Perumda Air M.inum Kota Kupang. 

(2) Ketentuan mengenai pemb.inaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan ket.entuan peraturan 
pcrundang-undangarr, 

Pasal 29 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

BAB XJT 

PEMBTNAAN DAN PENGAWASAN 



?a&a-133 ... 

Pada saar Peraturan Daerah in.i mulai berlaku , Peraturan 
Daerah Kota Kupang Nomor 6 T'ab un 2013 terrtang Perusahaan 
Daerah Air Minum Kata Kupang (Lembaran Daerah Kota 
Kupang Talrun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Kupang Nomor 246) dicabut dan d.inyatakan tidak berlaku. 

Pasal 32 

BAB XIV 

KETENTUAN PENU1'UP 

• (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Min.um Kota 
Kupang yang dlangkat sebelum Peraturan Daerah iru mulai 
berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas 
Perumda Air Minum Kota Kupang sampai dengan ditetapkan 
anggota Dewan Pengawas defirritif paling lama, 6 (enam) 
bulan sesuai Peratuxan Perundang-Un.dangan. 

(3) Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan .sebelum 
bcrlakunya Pe:raturan Daerah trri, tetap berlaku sarnpai 
dengan berakhirnya periodlsasi masa jabatan dimaksud. 

(4) Seluruh Keputusan Direkai, perjanjian kerjasa:ma dan 
perarur-an Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang 
maslh tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian 
kerjasama dan peraturan Perwnda Air Min.um Kota Kupang 
sepanjang bclum diterapkan yan_g b~lTU. 

(5) Sclurub dokumen, perizinan, asec dan pegawai Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Kupang beralib menjadi dokumen, 

pcrizman , aset dan pegawai Perurrrda Air Minum Kota 

Ku pang. 



PENJELASAN ... 

Lt;,;MBARAN DAERAFI K.OTA, KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 04 

NOMOR REGISTRASl PERATURAN DAERAH KOTA KIJPANG 
PROVINS! NUSATENGGARA TIMUR NOMOR 04/2021 

ON R. RIWU KORE (v 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintabkan 
pengundangan Peraturan Daera.h ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Kupang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dtundangkan. 

Pasal 33 



Wujud ··- 

I. UMUM 
A.manat pexnbukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Repu bhk Indonesia 'l'a.hun 1945 sa]ah satunya adalab 
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Lebih 
zinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Daaar Negara 
Republilc Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas 
konstitusional bagi sclu:ruh komponen bangsa, uriruk; itu 

clirasakan perlu dalam rangka .meningkatkan 'penguaeaan 
seluruh l<ekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara 
lain Tnelalui Tegulasi unit-unit uaaha dengan. maksud agar 
mernberikan manfaat yang sebeear-besarnya bagi 
kcma.lo:nuran rak:yat.. 

BUMD d alarn sistem perekonomian ikut ber-persm 
menghasilkan barang dan/alau j asa yang cliperlukan 
dalam rangka mewujudkan sebesar-beearnya 
kemakmuran rakyat, dan semakm perrting sebagai pelopor 
dan/ arau perintis (Prime Mover) dalam sektor-sektor ueaha 
yang belum/tidak climinati usaha swasta dtsampmg 
sebagai pelaksana pelayarran publik, pemyeirn ba.ng 
kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga rner-up.akari 
salah satu sumber penerimaan Daerah, 

TENT ANG 

PENYESUAlAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MJNUM KOTA l(UPANG MENJADI PERUSAHAAN UMUM 

DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG 

PENJET,ASAN 

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG 

NO MOR 4 TAHUN 2021 
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Perringlcatan ... 

Wujud pelaksanaan pe:ran Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum Kota Kupang kedepan diwujud.kan dalam kegiat.an 
usaha.11.ya yaitu pemenuhan tcrhadap kebutuhan air 
bersih bagi masyarakat, dan berbagai bidang usaha 
lainnya yang diperolehkan menurut ketentuan Peraruran 
Perundang-undangan, 

Perusahaan Umwn. Daerah tidak saja cliharapkan 
menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya 
korporasi dengan kinerja yang lebib baik melalui proses 
pemberdayaan Perusabaan Umum Daerab dengan tetap 

mengacu pada kebijakan Pemerirrtah Daerah yang 
berkaitan dengan keburuhan masyaxakat, fi'inansial, 
Proses, Output, dan Pertum.buhan termasuk Outcome, 
Benefit, dan Impact, sehingga rnampu berkompetisi dalarn 

perkembnngan. Ekonomi terutama bcrkaitan dengan 
Iiber aliaa.si dan globalisai perdagangan yang telah 
d.isepakati. oleh Dunia Internasional seperli World Trade 
Orqaniiation (WTOJ, Asean Free Trade Area. (AFTA), Asia 
Pasific Eam,omy Corporation. (AP'EC) dan Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA/ A.EC) dengan chi menginregrasikan 
Bkonomi Asean. dcngan cara membentuk perdagangan 
bebas antara Anggota Negara-Negara Asean ten:nasuk 
Jndonesia. 

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan 
keberadaann.ya dalam pe;rkembangan .h:konomi yang 
semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum 
Daerab perlu menumbu.h.kembangkan budaya korporasi 
dan profesioriallsme antara lain melaJui pembcnahan 
Organisasi, kepengurusan dan pengawaaan berdasarkan 
prinsip-prinsip tata kelola Perueah.aan yang bai.k (Good 

Corporate. Governance). 



Selain ... 

Pcn:ingkatan Efisicnsi dan, Produktiflras .harus tidak saja 
dilaku.kan dengan restrukturisas:i yairu menciptakan Iklim 
usaha yang kondusif sehrngga tercapai Efisiensi da.n 
pelayarian yang Optimal (penataan kem.bali bentuk 
Badan Usaha, Kegiatan Usaba, Organisast, Manajemen 
Keuangan) melainka.n juga cara pembenahan Pertraab.aari 
Umurn Daerah untuk menca.pai beberapa sasaran 
peningkatan kinerja, nilai tam.bah perusahaan, peThaikan 
strukrur keuangan, dan manajemen sehingga dapat 
bersa:ing dan berorientasi global. 
Memperhatikan sifat u.saha Peru.sahaan Daerah (BUMD) 
sebagai:mana diatur dalam. Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagairoana 
telah diubah beberapa KAli l:erakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
d.alarn pasal yang mengatur BUl,\llD yang disederhanakan 
menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Per-seroari yang 
bcrtujuari menum.pukkeuntungan clan yang perlakuannya 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
terrtang Perseroan "I'erbatas sedangkan Perusahaa:n Umur:n 
Daerah (Perumda) yang dibentuk sebagai implementasi 
kewajiban Pemermtah Daerah guna menycdiakan barang 
dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 
walau.pu n orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum 
sebagai badan -usaha diupayakan urrtuk tetap mandiri 
tennasuk memperoleh laba agar dapat hidup 
berkelanjutan. Dengan drtetapkarrnya Peraturan Daerah 
ini, maka amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerttrtahan Daerah scbagaimaoa ielah 
beberapakali diubah terakbir dengan Undarig-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 



Pasal 16 ... 

11. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas 
Pa.sal 5 

Cukup jelas. 
Pas.al 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pa$al 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 1.3 

Cukup jelas. 
Pasal. 14 

Cukupjelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 

Selain itu upaya pemenuhan pelayanan kepada 

masyarakat dan penyehatan Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Kotu Kupang dalam rangka peningkatan 

pemenuhan, pelayanan kepada masyarakat dalam baJ .air 
b.ersih dan peningkatan pendapatan asli Daerab telah 
terjawab. 
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• Pasal 16 
Cukup jeJas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cu.kup jelas. 

PasaJ 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 2~ 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

PasaJ 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jclas. 

Pasal 33 
Cu.kup jelas. 
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